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BUPATI KATINGAN,

bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan di
d*"*, perlu adanya alokasi dana khusus berupa dana

p"r."p*t"" pembangunan desa di Kabupaten Katingan;

bahwa dalam rangka penetapan alokasi dan pedoTan
umum p"rgg,rt ""i dana percepatan pembangunan desa

di Kablpaten Katingan, perlu diatur dalam suatu
Peraturan BuPati;

bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana hr:ruf a
dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan

Bupati Katingan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OA2 kntang
pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandam'

Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten l4qg Pisau,

Kabupaten Murung n*y" dan Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a18O);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
p"ri*Ui"gr, li*.rangan antara Pemeriatah Rrsat dan
pemerintahan Daerih (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang 
"qiakDaerah- dan Retribusi Daerah (I,embaran

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2A09 Nomor 103'

tamuatran lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

S0ae);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(LembaranNegaraRepubliklnd.onesiaTahun?oLL
iio*o, gZ, fambafrui Lembara, Negara Republik
Indonesia Nomor S%al;

r)
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A&
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AL4, Tambahan Lembaralr Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan (l,embaran Negara Republik
Indonesia ?ahun 2OO5 Nornor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor L4O, Tambahan
lnmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2AAT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Frovinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupatenl Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47371;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1371;

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun
2AA7 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2OAT Nomor 1Oh

Perahrran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun
2OO8 tentang Pembagian Umsan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan
(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Ifutingan Nomor 11 Tahun
2011 tentang Kerjasama Antar Desa Di Kabupaten
Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun
zAlL Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1O Tahun
z}ffi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Katiagan Tahun Anggaran 2A16 {Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Nomor 27);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13O Tahun 2OO3

tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam
Negeri;
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Menetapkan

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2oo7
tentang Pednrnan umum Tata Cara Pelaporan 1"*
Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;

L7. Peraflran Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2al4
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

lS.PeraturanBupatiKatinganNomor13Tahun2aL6
tentang Tata_ iu pengadaan Barang I Jasa Di Desa

(Berita-Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2oL6 Nomor

257J;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN

UMUM ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN

PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN

ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

menurutasasotonomidanhrgaspembantua.ndengan
prinsip otonomi seluas-luasnya d"I9q sistem dan
'p*"Si, Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

DaerahsebagaipenyelenggaraPemerintahDaerah;

3. Bupati adalah BuPati Katingan;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KabuPaten Katingan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Katingan;

6. Badan Pemberdayaan Masyarakat da1r Pemerintaharr
Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan;

7. Tim Evaluasi Kelayakan Desa Penerima Dana
percepatan Pembangunan Desa adalatr Tim yang

dibentuk untuk rnenentukan desa penerima dana

percePatan Pembangunan desa;

8. Kecamatan adalah wilayah kerja Carnat sebagai

perangkat daerah;

g. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan;

10. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan a"rl-u*r.rl dan adat istiadat setempat yang
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diakui dalam sistem Pemerintatra$ Nasional dan berada

di daerah kabuPaten;
pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Per:angkat

Desa sebagai unsrf,r penyelenggara pemerintahan desa;

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
-p"*r"y"*"ratan 

Desa dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-

,"rt d; adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati datam system Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut

BPD adaiah iembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dan penyelenggaraan Pemerintatran Desa

sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Dusun adalah bagian wilayah Desa di lingkungan kerja
pelaksana Pemerintahan Desa;

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam

.""gf.Jpenyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat

diniiai 
-d"rg* ,*ttg, termasuk di dalamnya segala

beatuk kekaYaan desa tersebut;

pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, perrgataryaran:'

peiat*u*tt*rtr, pelaporan, pertanggungiawaban dan

pengawasan keuangan desa;

Anggaran Pendapatan dan Belanja nry* yang

seffiutnya disingkat dengan APBD adalah suatu
,"rr"drr* k*uangan tahunan pemerintah daerah yang

aiUrfr"* dan diJetqiui bersama oleh Pemerintah Daerah

dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dan ditetapkan
dengan Peratrrran Daerah;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dqsa yang

seliljutnya disingkat dengan APBDesa adalah suatu
,"rr*do" 

-keuangan tahuna, pemerintah desa yang

dibahas dan diJetdui bersama oleh Pemerintah Desa

dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan

dengan Peraturan Desa;

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

"a"f"f, 
xlpala Desa yang karena jabatannya mempunyai

kewenangan m"rtyel"ttggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan desa;

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang

selanjutnya disebut pfpl(p adalah perangka! {esa yang

;itfi"k oleh Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan desa;

Tim Pengelola Kegiatan Desa yang selanjutnya disebut

rpr oesl adalah t* yrrrg ditetapkan oleh Kepala Desa

dengan Surat Kepuhrsan, terdiri dari unsur
Pemerintahan Desa dan Unsur Lembaga

Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan

Barang/Jasa;

Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk
oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan,
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merryetorkan, menatausahakan, membayarkan dan
mempertanggungiawaban keuangan desa dalam rangka
pelaksanaan APBDesa;

2g. Dana Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten
Katingan adalah dana yaag dialokasikan secara khusus
oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa tertentu, yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah KabuPaten Katingan.

BAB II

ALOI{ASI DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DESA DAN KELURAHAN

Pasal 2

Dana Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Katingan
dialokasikan seeara khusus untuk desa tertentu yang

berfujuan untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Pasal 3

t1) Desa penerima dan besarnya d*? yqlg diterima,
ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Tim Evaluasi
Kelayakan Desa Penerima Dana Percepatan
Pembangungunan Desa;

tzl Tim Evaluasi Kelayakan Desa Penerima Dana

Percepatan Pembangungunan Desa, terdiri dari:
a. Asisten Pemerintahan Umum
b. Asisten Pembanguoan

Asisten Adrninistrasi Umum
Badan Pemberdayaafi Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Katingan;
Inspektorat KabuPaten Katingan ;

Bappeda dan penanaman modal Kabupaten
Katingan;
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Katingan;
fepata Bagran Adm. Pemerintahan Umum Setda

Kabupaten Katinga

t3) Tim Evaluasi Kelayakan Desa Penerima Dana
percepatan Pembangunan Desa ditetapkan dengan
Keputusan BuPati Katingan.

(41 Besaran Dana Percepatan Pembangunan Desa di
Kabupaten Katingan yang diterima masing-masing desa,

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan'

BAB III

PENGGUNAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

Dana Percepatan Pembangunan Desa sebagaimana

dimaksud dalarn pasal 2 digunakan untuk mendukung
percepatan pembangunan desa melalui penyediaan dan

p""g"*uanga.n bidang infrastruktur peningtatan pelayanan

i""1"*bertayaan masyarakat yang menjadi urusan desa.

c.
d.

e.
f.

ob'
h.



Pasal 5

Dana Percepatan Pembangunan - ?*o " sebagaimana

dimaksud daGm pasal 2 merupakan bagian_dari pendapatan

d"rt dan dianggarkan datam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Oillatau Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Perubahan pada kelompok Baltuan Keuangan

Pemerintah t<^Urrp*i"t', pada jenis belanja langsung dan

pada objek belanja modal.

BAB VI

PENYALURAN

Pasal 6

(1) Dana Percepatan Pembangun"T-- ?":" sebagaimana\,dimaksuda***pasal2,dilakukandengancata
p"*i"aur,rukrrandarirekeningKasDaerahKabupaten
katingan ke rekening Kas Desa;

{21 Pelaksanaan program - dan kegiatan sebagaimana\-' 
dimaksud padalyat {1), dapat dilaksa*akan dengan cara :

a. Surakelola; dan lata,u
b. Menggunakan penyedia barang/jasa'

{3}PenyaluranDanasebagaimanadimaksuddalamayat(1}
dilakukansecarabertahappadatahunanggaranberjalan
dengan ketentuan:

a. Tahap I sebesar 6O a/o (enam pulh-per seratus);

b. Tahap II sebesar 4A o/o (empai puluh per seratus); dan

(6}PenyaluranDanaTahapldilakukansetelahKepalaDesa
merryafilpaikan:

a. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;

b. Surat pengantar dari camat setempat;

c. Surat rekfmendasi dari Kepala Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Katingan;
d. APBDes tahun 2016;
e. Rencana Anggaran BiaYa (RAB);

f. Desain g*mUat sesuai ReB kestatan; dan

g. FotocoPi rekening desa'

|7|PenyaluranDarraTahaplld'ilakukansetelahKepalaDesa
menyampaikan:

a. Penyaluran Dana tahap II dilakukan setelah Kepala

Desa menyarnpaikan laporan ry1{isasi penggunaan

Dana t;;p I kepada Bupati 
-Up' 

K"pala Bldan
pemberdayi"an Masyarakat dan Pemerintahan Desa

KabuPaten Katingan'
b. Laporan realisisi penggunaan Dana tahap I

sebagaimana dirnat<sue p"a" huruf a menunjukkan

paling kurang Dana ttf'*p I dan telah digunakan

sebesar 80o/o {ielapan puluh per seratus}'



Pasal 7

Permohonan pengajuan permintaan Dana Percepatan
pembangur,u.tt D"*i disampaikan kepada Bupati Katingan Up.

Kepala Eadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintehan
Desa Kabupaten Katingan.

{1)

t2)

(u

(2)

(3)

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEI,APORAN

Pasal 8

pertanggungiawaban Pemerintah Kabupaten terhadap
realisasi pemberian Dana Percepatan Pembangunan Desa

Dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,

hanya berupa bukti transfer dan laporan realisasi
penerimaan;

Bukti-bukti adminstrasi pertanggungjawaban diarsipkan
di desa setelah diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat
Kecamatan.

Pasal 9

PertanggUngiawaban dana percepatan pembangunan desa

Aimat<sud dalam pasal 2, terintegrasi dengan
pertanggungiawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
b""r., 

""frit 
gg" bentuk pertanggungiawabannya adalah

bentuk pertansgungiawaban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa;

Dana pereepatan pembangunan desa sebagaimanl
dimaksud dalam pasal 2 yarrg diterima oleh desa melalui
rekening desa wajib dilaporkan penggunaarnya pada
Bupati Katingan up. Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat aan pemerintahan Desa Kabupaten Katingan

berupa laporan realisasi penggtrnaan dana tersebut;

Laporan realisasi penggunaan dana percepatan

pe*b"ttgrrtt*r, desa beserta fotocopy surat

ir"rt"r,gi.."giawaban beserta fotocopy bulrti-bulrti
tu,,ofii plttggrt **rrnya sebagaimana dimaksud dalam
pasalzv""gsahya$gdibuatolehDesaatauTim
irelaksan" fingt "t Desa disampaikan kepada Sekretaris
Daerah Kabu-paten Katingan, Inspekflrr Kabupaten
Katingan dan Kepala Baglan Perbendaharaan setda
Kabupaten Katingan;

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 ;i atis, dilaksanakan melalui jalur struktural yaitrr dari
Desa ke Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan;

Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan sebagaintafia dimaksud
pada ayat (3) di ias, membuat rekapitr.rlasi_ laporan dari
seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara

U.rt*t *p melaporkan Lepada Bupati Katingan Up. Kepala

Badan iemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Katingan di Kasongan;

Pembinaan dan pengawasan secara khusus dilaksanakan
oleh fim Verifikasi fingkat Kecamatan dengan cara

(41
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meneliti dan memverilikasi pertanggungiawaban yang
dibuat oleh Desa atau Tim Pelaksa:ra Tingkat Desa.
Apabila dalam hat pelaksanaan pertanggungiawaban ada
hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
atau ada desa yang tidak membuat pertanggungiawaban
atas dana yang telah diterima, maka Tim Fasilitasi Tingkat
Kecamatan juga ikut bertanggungiawab;

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 1O

Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara bertingkat yakni
sebagai berikut:
1. Pembinaan dan pengav/asan oleh Inspelrtorat Kabupaten

Katingan, Badan Pemberdayaafi Masya.rakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan Bagan
Perbendaharaan Setda Kabupaten Katingan hanya
dilakukan secara umum dengan cara memberikan
Pedoman Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan
Desa Di Kabupaten Katingan;

2. Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tingkat
Kecamatan dilakukan secara khusus dan intensif kepada
desa sehingga apabila dalam perencanaan sampai dengan
pertanggungiawaban yang dibuat oleh desa terdapat
penyimpangan dari ketentuan yang berlaku, maka Camat
dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan juga ikut
bertanggungiawab.

3. Tim Veri{ikasi Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan
Keputusan Camat yang terdiri dari :

a. penanggungjawab;
b. ketua;
c. sekretaris;
d. anggota.

Pasal 11

Penyelesaian atas penyimpangan dan penyalahgunaan Dana
Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Katingan,
diselesaikan secara berjeqiang.

Pasal 12

Pemeriksaan atau audit atas laporan penggunaan dana
serta pertanggungiawaban Dana Percepatan Pembangunan
Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Katingan d.ilakukan
oleh Inspektorat Kabupaten Katingan dan atau aparat
pengauras fungsional/aparat pemeriksa sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan
penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Desa di
Kabupaten Katingan berdasarkan hasil monitoring Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Katingan atau audit Inspektcrat Kabupaten
Katingan dan atau aparat pengawas fungsional/aparat
pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar

(U
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dalam pemberian sanksi berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Apabila desa yang ditentukan sebagai desa penerima dana
seperti yang tercanttm dalam larnpiran I Peraturan Bupati ini,
tidak dapat menggunakan Dana Percepatan Pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pada tahun
anggaran yang bersangkutan, maka akan diberikan sangsi
se"uai dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Katingan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal L4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan,
agtr setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peratr.lran Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan-

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal, 16 -.S -2clU

Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal, l? - S- Aotb

SE RIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2AL6 NOMOR 28O

AHMAD YANTENGLIE


